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RINGKASAN 

Pelayanan publik bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, 

membangun hubungan positif antara pemerintah dan warga negara, serta 

meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Polri adalah salah satu lembaga 

penegak hukum, Kepolisian bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak asasi manusia, serta memberikan 

pelayanan kepada masyarakat.  

Perbaikan kualitas pelayanan publik sangat diperlukan, mengingat kondisi sosial 

masyarakat yang semakin membaik, sehingga dapat merespon setiap 

penyimpangan dalam pelayanan publik melalui berbagai gerakan atau tuntutan di 

media cetak maupun elektronik. Melalui pelayanan publik yang diberikan kepada 

masyarakat, citra instansi akan banyak dinilai oleh masyarakat. Kualitas layanan 

yang baik akan menciptakan citra positif dari instansi pemerintah di mata 

masyarakat.  

Untuk itu, diperlukan Pelatihan Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik pada 

aparatur Polres Bojonegoro guna memberikan mendukung lahirnya aparatur 

pelayanan publik yang sesuai dengan regulasi dan memberikan kepuasan kepada 

masyarakat. Dengan adanya pelayanan yang berkualitas tinggi diharapkan akan 

terbentuk pandangan positif dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan 

oleh Polres. Sehingga, pelayanan publik yang diberikan mampu mewujudkan 

pelayanan yang mudah, terjangkau, cepat, efisien, dan efektif.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Isu dan Fokus Pengabdian 

Perkembangan peradaban manusia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang kian pesat, mendorong pemerintah lebih bekerja ekstra dalam 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan rakyatnya. Persoalan yang 

dihadapi semakin hari semakin komplek serta menuntut penyelasaian yang cepat 

dan tepat. Keberadaan lembaga kepolisisan memiliki posisi strategis dan 

menentukan terwujudnya suasana kehidupan bernegara yang kondusif, aman dan 

terkendali. Oleh karena itu, kode etik profesi memainkan peran penting dalam 

mewujudkan profesionalisme polisi. Kapolri telah merilis sejumlah kebijakan guna 

meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Peran penting kepolisian 

dalam memberikan pengayoman dan pengamanan menuntut pelayanan yang 

optimal dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat, dengan tujuan 

menciptakan pelayanan kepolisian yang unggul (Syuhada & Kusmayadi, 2024). 

Pelayanan publik bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, 

membangun hubungan positif antara pemerintah dan warga negara, serta 

meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Polri adalah salah satu lembaga 

penegak hukum, Kepolisian bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat serta melindungi hak-hak asasi manusia. Landasan yuridis 

lembaga Kepolisian Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2002. Didalam Pasal 2 disebutkan bahwa, “Fungsi kepolisian adalah salah satu 

fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum,perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat”. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban 

masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman 

masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.  
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Di Indonesia, perilaku pelayanan masyarakat oleh aparatur pemerintah 

dipenuhi dengan masalah, seperti proses pelayanan yang bertele-tele, 

ketidakpastian dalam durasi dan biaya yang membuat pelayanan menjadi sulit 

diakses dengan baik oleh warga. Situasi ini membuat masyarakat kehilangan 

kepercayaan kepada penyedia layanan, dalam hal ini birokrasi, sehingga mereka 

mencari solusi lain untuk mendapatkan pelayanan dengan cara tertentu, yaitu 

dengan memberikan uang tambahan atau mencari metode yang melanggar aturan 

(Arum. P.S et al., 2023; Bisri & Asmoro, 2019).  

Menurut Lewis dan Gilman yang dikutip oleh Alfandi pada tahun 2021, 

pelayanan publik merupakan suatu bentuk kepercayaan dari masyarakat. Warga 

negara memiliki harapan agar pelayanan publik bisa dilakukan dengan jujur dan 

pengelolaan pendapatan secara akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada 

warga. Ini berarti bahwa pelayanan publik erat kaitannya dengan kepentingan 

bersama, yang merupakan dasar dari istilah pelayanan publik, sebagaimana telah 

dijelaskan oleh para ahli. Dengan demikian, pelayanan publik dipahami sebagai 

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang menggunakan layanan tersebut (Susilowati et al., 2025).  

Perbaikan kualitas pelayanan publik sangat diperlukan, mengingat kondisi 

sosial masyarakat yang semakin membaik, sehingga dapat merespon setiap 

penyimpangan dalam pelayanan publik melalui berbagai gerakan atau tuntutan di 

media cetak maupun elektronik. Melalui pelayanan publik yang diberikan kepada 

masyarakat, citra instansi akan banyak dinilai oleh masyarakat. Kualitas layanan 

yang baik akan menciptakan citra positif dari instansi pemerintah di mata 

masyarakat. (Alfandi, 2021; Arum. P.S et al., 2023; Marlinda et al., 2020) 

Selain itu, pelayanan publik juga harus responsif terhadap berbagai 

kepentingan dan nilai-nilai publik. Walaupun dalam kenyataannya masih ditemui 

beberapa masalah dalam pelayanan publik di Indonesia seperti banyak illegal 

payment, ketidakpastian waktu penyelesaian dan sebagainya (Semil, 2018); (Wulan 

et al., 2022). Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut diperlukan sumber daya 

manusia yang bermutu dan profesional sehingga pemerintah harus berupaya agar 
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aparaturnya yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat bekerja secara optimal dan 

profesional (Sucipto et al., 2019); (Nuzuli, 2023).  

Untuk itu, diperlukan Pelatihan Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik 

pada aparatur Polres Bojonegoro guna memberikan mendukung lahirnya aparatur 

pelayanan publik yang sesuai dengan regulasi dan memberikan kepuasan kepada 

masyarakat. Dengan adanya pelayanan yang berkualitas tinggi diharapkan akan 

terbentuk pandangan positif dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan 

oleh Polres. Sehingga, pelayanan publik yang diberikan mampu mewujudkan 

pelayanan yang mudah, terjangkau, cepat, efisien, dan efektif.  

 

1.2 Lokasi Pendampingan 

Mitra kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah Polres Bojonegoro, yang 

beralamatkan di Jalan MH Thamrin, Bojonegoro. Berdasarkan hasil analisis situasi 

muncul permasalahan yang perlu diselesaikan berkaitan dengan rencana kegiatan 

pengabdian pada masyarakat adalah sebagai berikut; 

Pertama, pemahaman terhadap skill dan etika pelayanan publik pada aparat 

Polres Bojonegoro sebenarnya sudah cukup baik. Karena, setiap tahun Polres 

Bojonegoro senantiasa menyelenggarakan pelatihan atau peningkatan kapasitas 

yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan personel. Namun, mengingat 

besarnya jumlah aparat, pelatihan dilaksanakan secara bertahap dan bergiliran. 

Kedua, masih adanya pengaduan dari masyakat sehubungan dengan masih 

terjadinya pelayanan publik yang kurang memuaskan. Sehingga, Pimpinan Polres 

Bojonegoro menjadikan Pelatikan Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik ini 

sebagai agenda tahunan, dengan harapan semua aparatur Polres Bojonegoro 

memiliki kemampuan yang sama dalam pelaksanaan etika pelayanan publik.   
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BAB II 

SOLUSI PERMASALAHAN 

 

2.1 Solusi Permasalahan Pendampingan  

Adapun persoalan prioritas mitra yang harus dicari solusinya selama 

pelaksanaan Pelatihan Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik pada aparatur 

Polres Bojonegoro adalah seperti pada Tabel 2.1  

Tabel 2. 1 Justifikasi kegiatan yang akan diusulkan 

Permasalahan Solusi Yang Ditawarkan 

Pemahaman terhadap etika yang 

perlu dimiliki oleh aparatur Polres 

Bojonegoro dalam memberikan 

pelayanan publik sudah ada, 

namun belum memadai, 

mengingat banyaknya personel 

yang dimiliki oleh Polres 

Bojonegoro, selaku pemberi 

layanan; masih belum optimalnya 

penerapan skill atau keterampilan 

dalam memberikan pelayanan 

publik yang efektif dan efisien 

kepada masyarakat selaku 

pengguna pelayanan publik.    

Pelatihan Keterampilan dan Etika 

Pelayanan Publik pada aparatur 

Polres Bojonegoro 

 

2.2 Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan 

Beberapa penelitian untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat 

sehingga pengabdian yang dilakukan relevan terhadap perkembangan keilmuan. 

Negara adalah sebuah perkumpulan manusia (masyarakat) yang berada di satu 

wilayah. Untuk mengatur dan menjalankan negara, maka dipelukan pemerintahan 

yang memiliki tugas mengelola sumber daya ekstraktif yang dimiliki. Luasnya 
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wilayah serta banyaknya jumlah penduduk menuntut pemerintah bekerja secara 

maksimal memberikan pelayanan kepada seluruh wargannya tanpa kecuali, 

sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945, yaitu negara berkewajiban untuk 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh 

sebab itu maka, diperlukan institusi yang secara khusus bekerja pada aspek 

perlindungan baik secara pisik maupun yang berhubungan dengan hak-hak 

keperdataan setiap orang. Salah satu alat kelengkapan negara yang bertugas dalam 

hal itu adalah kepolisian atau sering disebut Polisi Republik Indonesia (POLRI). 

Polisi memiliki fungsi serta tugas utamanya adalah, memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002). 

Berkitan dengan itu, maka bagi setiap anggota polisi diwajibkan memiliki 

keterampilan maupun etika agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal 

sehingga dapat menghasilkan kepuasan bagi seluru masyarakat yang dilayaninya 

(Syuhada & Kusmayadi, 2024). 

Di sisi lain, kualitas layanan yang ditunjukkan melalui tingkah laku aparat 

kepolisian akan menjadi faktor penentu dalam pandangan masyarakat. . Fokus 

utama yang perlu diperhatikan adalah kemampuan berkomunikasi dari anggota 

kepolisian serta mutu layanan kepada masyarakat yang mesti ditingkatkan. 

Penggunaan platform media sosial harus ditingkatkan agar informasi dapat 

disampaikan kepada masyarakat dengan lebih cepat dan jelas. Peningkatan 

kapasitas anggota kepolisian di Polres harus digenjot melalui peningkatan 

pemahaman komunikasi, sehingga mereka dapat berinteraksi secara efektif dengan 

masyarakat, khususnya pengguna layanan kepolisian dalam aktivitas sehari-hari. 

Polres juga harus melakukan perbandingan dengan instansi lain untuk memperbaiki 

kualitas layanan, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip tugas dan kewenangan yang 

telah diatur oleh hukum. Oleh karena itu, dengan memperbaiki cara berkomunikasi 

yang sebelumnya kurang baik dan tidak responsif, pelayanan yang berlandaskan 

pada prinsip Melindungi, Mengayomi, dan Melayani dapat terwujud dan dirasakan 

oleh masyarakat (Susilowati et al., 2025). 
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Studi lain menunjukkan, dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai 

bagian dari institusi Kepolisian, Polres telah menjalankan perannya sebagai pelayan 

publik dengan terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan. 

Dari indikator keandalan, Polres dituntut profesional tidak hanya menguasai bidang 

tugasnya namun juga bidang lainnya untuk antisipasi kondisi mendesak. Selain itu 

terdapat sistem pelaporan kerja yang berkala melalui sistem maupun manual. Dari 

indikator daya tanggap, Polres melakukan inovasi kebijakan one day service untuk 

layanan seperti SKCK dan untuk laporan kasus kepolisian juga dapat datang ke 

lokasi kejadian setelah masyarakat menghubungi melalui call center. Untuk 

indikator jaminan, Polres mengusahakan semaksimal mungkin untuk pemberian 

layanan dilakukan adil dan tidak diskriminatif (Wulan et al., 2022). 

Penelitian terkait lainnya menunjukkan, penurunan indeks kepercayaan 

masyarakat terhadap Polri membuat Kepolisian RI harus berbenah dan memberikan 

pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Salah satu aspek pelayanan 

publik adalah keterampilan dan etika aparat dalam komunikasi pelayanan publik. 

Oleh sebab itu, perlu dilakukan pelatihan dengan tujuan optimalisasi keterampilan 

dan etika pelayanan publik melalui public speaking. Karena salah satu aspek utama 

dalam pelayanan publik yang prima adalah kemampuan public speaking yang baik. 

Pelatihan ini menujukkan adanya peningkatan pengetahuan aparat mengenai 

keterampilan dan etika aparat dalam komunikasi pelayanan publik (Nuzuli, 2023); 

(Sucipto et al., 2019). 

Berdasarkan literatur review sebagai tersebut di atas, maka Pelatihan 

Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik pada aparatur Polres Bojonegoro akan 

dapat meningkatkan keterampilan dan etika aparatur Polres Bojonegoro dalam 

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga, diharapkan pelayanan 

semakin efektif, efisien, dan memuaskan.   
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1 Teknik Pendampingan 

Proses Pelatihan Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik pada aparatur 

Polres Bojonegoro dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pelatihan 

Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik dilakukan melalui kegiatan pembelajaran 

bersama dengan membentuk forum yang bersifat formal dan nonformal. Pemateri 

dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang berasal dari civitas 

akedemika Universitas Bojonegoro.  

Sementara Polres Bojonegoro merupakan instansi aparat penegak hukum di 

tingkat kabupaten, yang memiliki jaringan hingga Polsek (kecamatan) dan tingkat 

desa atau Babinkamtibmas, menjadi mitra dan audiens, yang menjadi sasaran PKM 

atau pelatihan yang diselenggarakan civitas akedemika Universitas Bojonegoro.  

Praktik Pelatihan Keterampilan dan Etika Pelayanan Publik pada aparatur 

Polres Bojonegoro dilakukan secara bersama-sama dengan dipandu dari tim 

pemateri. Gambar 3.1 merupakan Teknik pendampingan yang akan dilakukan. 

 

Gambar 3.1 Teknik Pendampingan PKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Agus Niamilah dkk (2021) 

 

https://elibrary.ub.ac.id/list/penulis/39922
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3.2 Strategi Yang Digunakan 

Strategi yang digunakan dalam melakukan pendampingan kepada mitra 

dijelaskan pada Gambar 3.2 diagram strategi dalam mencapai solusi untuk 

mengatasi permasalahan yang dihadapi Masyarakat, khususnya oleh aparatur Polres 

Bojonegoro yang merupakan agen pemberi layanan kepada masyarakat yang ada di 

Kabupaten Bojonegoro.  

Dalam kegiatan ini, mitra akan berpartisipasi aktif sebagai peserta dalam 

semua kegiatan yang akan direncanakan dalam PKM yang telah di rencanakan, 

sebagaimana dalam gambar Gambar 3.2 berikut.  

 

Gambar 3.2 Diagram Strategi dalam Mencapai Solusi untuk Mengatasi 

Permasalahan Mitra 

 

 

3.3 Tahapan Kegiatan 

Tahapan kegiatan PKM dijelaskan pada gambar 3.3 dimana rencana 

evaluasi pelaksanaan program akan dilaksanakan setiap kegiatan yang telah 

diprogram dan direncanakan. Sedangkan untuk keberlanjutan program akan 

dilakukan monitoring setiap satu bulan sekali setelah program ini selesai 
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dilaksanakan dengan mencatat semua kendala dan permasalahan yang terjadi 

pada mitra sehingga program ini dapat berkelanjutan dan dapat sesuai target 

utama yaitu pengembangan masyarakat Bojonegoro. 

Gambar 3.3 Tahapan Kegiatan PKM 
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BAB IV  

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN 

 

4.1 Luaran Pendampingan 

Table 4.1 Jenis Luaran dari Solusi Yang Ditawarkan Beserta Indikatornya   

Permasalahan Jenis Luaran Indikator 

keberhasilan 

Keterampilan dan 

penerapan etika 

pelayanan publik 

aparatur Polres 

Bojonegoro, baik yang 

berada di Polres 

maupun di tingkatn 

kecamatan (Polsek) 

yang masih belum 

optimal  

Best Practice yang 

berisikan langkah-

langkah dalam 

mewujudkan pelayanan 

publik yang etik dan 

memuaskan pengguna 

layanan (masyarakat) 

Tumbuhnya kesadaran 

dalam diri aparatur 

Polres Bojonegoro dan 

Polsek jajaran untuk 

meningkatkan 

kapasitas diri, dalam 

memberikan pelayanan 

publik yang 

memuaskan. Kesadaran 

ini ditunjukkan dengan 

menerapkan hasil 

pelatihan dalam 

aktivitas pelayanan.  

Hasil dari mengikuti 

pelatihan skill dan etika 

pelayanan publik 

kemudian dipraktikkan 

saat aparatur kepolisian 

melakukan aktivitas 

pelayanan publik di 

masyarakat.     
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Targetnya  luaran secara umum program ini adalah lahirnya Best Practice 

yang berisikan langkah-langkah dalam mewujudkan pelayanan publik yang etik dan 

memuaskan pengguna layanan (masyarakat). Target luaran itu akan tercapai, 

dengan indikator awal tumbuhnya kesadaran dalam diri aparatur Polres Bojonegoro 

dan Polsek jajaran untuk meningkatkan kapasitas diri, dalam memberikan 

pelayanan publik yang memuaskan. Kesadaran ini ditunjukkan dengan menerapkan 

hasil pelatihan dalam aktivitas pelayanan.  Hasil dari mengikuti pelatihan skill dan 

etika pelayanan publik kemudian dipraktikkan saat aparatur kepolisian melakukan 

aktivitas pelayanan publik di masyarakat.     

 

4.2 Target Capaian 

Luaran yang ditargetkan dalam Pengabdian kepada Masyarakat yang 

ditargetkan adalah: 

Table 4.2 Rencana Luaran 

No Jenis Luaran Indikator Capaian 

1 
Publikasi ilmiah di jurnal Nasional Terakreditasi 

sinta minimal 5-6 
Published 

2 Seminar Nasional pemakalah 

3 Bahan Ajar  

4 
Luaran lainnya jika ada (Teknologi tepat guna, 

model, desain) 
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BAB V 

JADWAL DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA 

 

5.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 

Adapun pengabdian kepada masyarakat ini direncanakan dapat terealisasi 

dalam waktu 6 (Enam) bulan sebagaimana diuraikan berikut berikut: 

 

Tabel 5. 1 Jadwal Pengabdian kepada Masyarakat 

No Nama Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Penyusunan Program Kerja & Koordinasi 

Kegiatan 

v 

                    

2 Studi literatur dan Data sekunder v                     

3 

Pelatihan Keterampilan dan Etika 

Pelayanan Publik pada aparatur Polres 

Bojonegoro   

v v v   

            

4 Kegiatan Pendahuluan     v        

5 Kegiatan Persiapan Pelatihan       v      

6 Praktek pemberdayaan di sasaran       v v     

7 Evaluasi Kegiatan     v v v v v    

8 Publikasi Luaran           v  

9 Laporan Akhir            v 

 

5.2 Rencana Anggaran Biaya 

Adapun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengabdian masyarakat ini adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 5. 2 Rencana Anggaran Biaya 

No. KOMPONEN ITEM SATUAN VOLUME HARGA TOTAL 

1 ATK Kertas A4 RIM 1 Rp 50,000 Rp 50,000 

2 ATK Fotocopy Paket 1 Rp 100,000 Rp 100,000 

3 Konsumsi pelatihan Snack dan makan Paket 1 Rp 1.000,000 Rp 1.000,000 

4 Banner Banner Paket 1 Rp 150,000 Rp 150,000 

5 Plakat  Plakat Paket 1 Rp 100,000 Rp 100,000 

6 Persewaan Sewa LCD Paket 1 Rp 100,000 Rp 100,000 

7 Biaya Publikasi Publikasi Jurnal Paket 1 Rp 500,000 Rp 500,000 

GRAND TOTAL Rp 2,000,000 
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